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ABSTRACK 

RATNAWATI, 2025. Sistem Penerimaan Pajak Alat Berat Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Kantor Samsat Gowa. Tugas Akhir, 

Program Studi DIII Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Muhammad Adil, 

S.E.,M.Ak.Ak dan Pembimbing II Dr.Muhaimin, S.E.,Ak.,AK.,CA.CPA.,ASEAN 

CPA. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem penerimaan pajak alat 

berat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 

Gowa melalui Kantor Samsat Gowa. Latar belakang penelitian didasarkan pada 

pentingnya optimalisasi sumber pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak 

alat berat yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Metode 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penerimaan pajak alat berat 

mulai diimplementasikan kembali pada tahun 2024 setelah diterbitkannya 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Prosedur sistem terdiri atas tahap 

pendaftaran, penetapan, pembayaran, hingga pelaporan. Pada tahun 2024, sistem 

ini berhasil merealisasikan penerimaan sebesar Rp3.966.000 dari target 

Rp4.346.000, atau sekitar 91%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut telah 

berjalan secara efektif pada tahun pertama implementasinya. Namun, kontribusi 

penerimaan masih terfokus pada tiga perusahaan besar, sehingga basis penerimaan 

perlu diperluas. 

Kata Kunci: Pajak Alat Berat, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sistem 

Penerimaan Pajak, Samsat Gowa, Efektivitas Pajak. 
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ABSTRACT 

RATNAWATI, 2025. Heavy Equipment Tax Revenue System in Increasing 

Regional Revenue at Gowa Samsat Office. Final Project, DIII Taxation Study 

Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Muhammadiyah 

Makassar. Supervised by Supervisor I Muhammad Adil, S.E., M.Ak. Ak and 

Supervisor II Dr. Muhaimin, S.E., Ak, AK, CA CPA., ASEAN CPA. 

This study aims to evaluate the implementation of the heavy equipment tax 

collection system in increasing the Regional Original Revenue (PAD) of Gowa 

Regency through the Samsat Gowa Office. The research is grounded in the urgency 

to optimize local revenue sources, particularly from the heavy equipment tax sector, 

which had previously been underutilized. A qualitative approach was employed, 

with data collected through interviews, observation, and documentation. 

Findings indicate that the heavy equipment tax collection system was 

reimplemented in 2024 following the issuance of Regional Regulation Number 1 of 

2024. The system consists of several structured stages: registration, assessment, 

payment, and reporting. In its first year of application, the system achieved a 

realization of IDR 3,966,000 from a target of IDR 4,346,000, amounting to 

approximately 91%. This reflects a high level of effectiveness. However, tax 

contributions remain concentrated among three major companies, indicating the 

need for a broader taxpayer base. 

Keywords: Heavy Equipment Tax, Local Revenue, Tax Collection System, 

Samsat Gowa, Tax Effectivenes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan 

tugas pemerintahan dan pembangunan memerlukan penerimaan yang stabil 

dan dapat diandalkan. Kebutuhan akan hal tersebut semakin mendesak 

setelah diterapkannya otonomi daerah di Indonesia pada 1 Januari 2001 

(Darwin, 2010:4). Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan setiap 

daerah dapat lebih kreatif mencari sumber pendapatan yang mendukung 

pembiayaan pengeluaran dari berbagai alternatif. 

       Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 terkait dengan 

pemerintahan daerah, pajak serta retribusi digunakan sebagai salah satu 

sumber pendapatan yang dapat dipungut oleh pemerintah setempat. Selain 

itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pajak 

daerah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang sudah ada untuk 

meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu bentuk pendapatan tersebut 

adalah pajak atas kendaraan bermotor, tersebut pajak untuk 

kendaraan di atas air. 

       Pajak kendaraan bermotor meliputi berbagai jenis, termasuk pajak alat 

berat. Alat berat adalah kendaraan yang berfungsi sebagai peralatan teknis 

untuk mengubah sumber daya energi menjadi gerak. Kendaraan ini 

digunakan dalam berbagai pekerjaan berat yang memerlukan tenaga besar, 
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seperti pengaspalan jalan, pembangunan gedung, penggalian tanah, 

meratakan permukaan tanah, serta berbagai kegiatan konstruksi lainnya. 

       Alat berat yang digunakan di bidang konstruksi, pertambangan, dan 

kehutanan memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan penempatannya 

tersebar di banyak lokasi, termasuk di Kabupaten Gowa. Oleh sebab itu, 

penerapan pajak pada alat berat menjadi salah satu cara fiskal yang bisa 

memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah. 

Dasar hukum untuk penerapan pajak alat berat ini merujuk pada Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

yang memberikan kuasa kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak 

sebagai bagian dari kewajiban masyarakat kepada daerah. Walaupun alat 

berat tidak secara jelas dicantumkan sebagai objek pajak kendaraan 

bermotor, dalam penerapannya, pemerintah daerah dapat merumuskan 

kebijakan pemungutan pajak pada alat berat untuk meningkatkan 

pendapatan daerah, sesuai dengan prinsip desentralisasi fiskal yang terdapat 

dalam undang-undang tersebut. 

       Namun, dalam pelaksanaanya, penerimaan dari pajak alat berat tidak 

selalu berjalan dengan baik. Di Kabupaten Gowa, penerimaan pajak alat 

berat sempat dihentikan karena adanya ketidakjelasan tentang dasar hukum 

dan kebijakan teknis yang mengatur pemungutannya. Hal ini menghambat 

pengoptimalan potensi pendapatan dari sektor tersebut, padahal seharusnya 

bisa menjadi tambahan bagi kas daerah.  
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       Pada tahun 2024, bersamaan dengan munculnya regulasi baru dan 

penyesuaian kebijakan fiskal baik di tingkat nasional maupun daerah, 

Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Gowa kembali 

menjalankan sistem penerimaan pajak alat berat. Dengan posisi ini, 

diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk mengolah kembali 

potensi PAD yang sempat terhenti, sekaligus meningkatkan sistem 

penerimaan agar lebih efektif, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.  

       Pendapatan dari pemungutan pajak kendaraan alat berat yang diterima 

oleh pemerintah daerah akan digunakan untuk membiayai perbaikan sarana 

umum yang rusak akibat penggunaan kendaraan tersebut. Dengan demikian, 

tujuan pengenaan pajak kendaraan alat berat secara umum adalah untuk 

menyediakan dan meningkatkan fasilitas serta prasarana pembangunan 

jalan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 

       Dengan diadakannya kembali penerimaan pajak alat berat, perlu 

dilakukan analisis terhadap sistem penerimaan yang ada, terutama berkaitan 

dengan efektivitas sistem dalam meningkatkan pendapatan daerah. 

Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana sistem penerimaan 

pajak alat berat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD di 

Kabupaten Gowa, serta tantangan dan solusi yang bisa diterapkan dalam 

pelaksanaannya. 
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       Oleh karena itu berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan 

diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul 

“Sistem Penerimaan Pajak Alat Berat Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Daerah Pada Kantor Samsat Gowa”. 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan diatas maka 

Rumusan Masalah yang di buat dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem 

penerimaan pajak alat berat yang diterapkan pada Kantor Samsat Gowa 

dalam meningkatkan pendapatan daerah?”  

C. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka 

tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sistem 

penerimaan pajak alat berat pada Kantor Samsat Gowa dalam meningkatkan 

pendapatan daerah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

       Penelitian ini dapat menambah pengetahuan atau wawasan yang 

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di 

bidang perpajakan daerah, khususnya terkait sistem penerimaan pajak 

alat berat dan hubungannya dengan peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD).  
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2. Bagi Instansi 

       Hasil penelitian ini dihararapkan dapat memberikan masukan dan 

rekomendasi kepada Kantor Samsat Gowa maupun instansi terkait 

lainnya dalam meningkatkan efektivitas sistem penerimaan pajak alat 

berat guna mendukung optimalisasi PAD di masa mendatang. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Pajak 

       Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2009: 1), pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

       Menurut Djajadiningrat, pajak adalah suatu kewajiban untuk 

menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara, yang muncul akibat 

keadaan, peristiwa, atau tindakan tertentu. Pajak bukanlah bentuk 

hukuman, melainkan diatur oleh peraturan pemerintah dan dapat 

dipaksakan. Meskipun tidak ada imbalan langsung dari negara, pajak 

berperan penting dalam menjaga kesejahteraan umum. 

        Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah 

kontribusi masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang 

berlaku, yang bersifat wajib dan tidak selalu dapat dirasakan manfaatnya 

secara langsung. Pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai 

berbagai pengeluaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat 

(Mardiasmo, 2009: 1). 

       Berdasarkan definisi yang disampaikan, dapat disimpulkan 

beberapa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut: 
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a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun 

daerah, berdasarkan kekuatan Undang-Undang dan peraturan yang 

mengaturnya. 

b. Dalam proses pembayaran pajak, tidak terdapat hubungan langsung 

antara jumlah yang dibayarkan dengan imbalan yang diterima secara 

individu. 

c. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan imbalan dari 

negara. 

d. Pajak dipergunakan untuk pengeluaran rutin  pemerintah dan jika 

masih surplus dapat digunakan untuk “investasi publik.” 

e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, peristiwa, atau 

tindakan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang. 

f. Pajak juga dapat memiliki tujuan non-budgeter yaitu mengatur. 

2. Fungsi Pajak 

       Menurut Resmi (2017:3), pajak memiliki beberapa fungsi yang 

dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu: 

a. Fungsi Budgeter (mengisi kas negara)  

Fungsi budgeter berperan penting dalam pengelolaan keuangan 

negara, yaitu sebagai alat untuk mengumpulkan dana sebanyak 

mungkin ke dalam kas negara. Dana yang terkumpul ini nantinya 

akan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. 
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b. Fungsi Regulerend (mengatur)  

Fungsi pajak ditujukan untuk digunakan sebagai sarana dalam 

mencapai tujuan tertentu yang lebih luas daripada sekadar aspek 

keuangan. 

3. Konsep Pajak Daerah 

a. Pengertian Pajak Daerah 

       Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Ayat 10, pajak daerah, 

yang selanjutnya disebut sebagai pajak, merupakan kontribusi yang 

wajib dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah 

daerah. Pembayaran pajak ini bersifat memaksa sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung. Pajak ini digunakan untuk kepentingan daerah dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

b. Jenis-Jenis Pajak Daerah 

        Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur berbagai jenis 

pajak daerah, yaitu: 

1) Jenis pajak provinsi  

a) Pajak kendaraan bermotor 

b) Bea balik nama kendaraan bermotor 

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 
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d) Pajak air permukaan 

e) Pajak rokok 

2) Jenis pajak kabupaten/kota 

a) Pajak hotel 

b) Pajak restoran 

c) Pajak hiburan 

d) Pajak reklame 

e) Pajak penerangan jalan 

f) Pajak mineral bukan logam dan batuan 

g) Pajak parkir 

h) Pajak air tanah 

i) Pajak sarang burung wallet 

j) Pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan 

k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). 

Daerah tidak diperbolehkan untuk memungut pajak diluar 

jenis-jenis yang telah disebutkan sebelumnya. Pajak yang dikenakan 

oleh provinsi dan kabupaten/kota dapat dihapuskan jika potensi 

penerimaannya dianggap kurang memadai atau disesuaikan dengan 

kebijakan daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah. 

4. Pendapatan Asli Daerah  

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah 

Pasal 1 dari UU Nomor 33 Tahun 2004 mengatur mengenai 

pendapatan asli daerah (PAD), yang dijelaskan sebagai pendapatan 
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yang diperoleh suatu daerah dari sumber-sumber yang ada di 

wilayahnya sendiri dan dipungut sesuai peraturan daerah yang 

berlaku.  

Upaya dan dorongan yang perlu dilakukan oleh pemerintah 

daerah adalah melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan PAD, yang bersumber dari sektor pajak, retribusi 

daerah, serta penerimaan daerah lainnya. Dengan peningkatan 

pendapatan asli daerah ini, diharapkan pemerintah daerah akan lebih 

mandiri dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan 

setempat. Berikut adalah sumber-sumber dari pendapatan asli 

daerah yang diperoleh: 

1) Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh 

orang perorangan atau organisasi kepada pemerintah daerah 

yang bersifat wajib menurut hukum tanpa memperoleh timbal 

balik secara langsung. Dana yang dihimpun ini digunakan untuk 

kepentingan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pajak 

daerah memiliki dua peranan, antara lain: 

a) Sebagai sumber pendapatan daerah (Budgetary) 

b) Sebagai alat pengatur (Regulatory) 

Subjek pajak terdiri dari individu atau entitas yang 

memenuhi syarat untuk dikenakan pajak, sedangkan pihak yang 

wajib membayar pajak adalah individu atau entitas yang 



11 
 

 
 

memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak, melakukan 

pemotongan pajak, serta memungut pajak, yang memiliki hak 

dan kewajiban terkait pajak sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Tahun pajak berjalan selama 1 (satu) tahun kalender, 

kecuali jika wajib pajak memilih tahun buku yang berbeda dari 

tahun kalender. Masa pajak adalah periode 1 (satu) bulan 

kalender atau periode lain yang ditetapkan oleh Peraturan 

Kepala Daerah, dengan batas maksimum 3 (tiga) bulan kalender. 

 Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009, berlaku 

untuk provinsi serta kabupaten/kota. 

a) Pajak Kendaraan Bermotor 

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d) Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok 

2) Retribusi Daerah 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, 

retribusi daerah, yang juga dikenal sebagai retribusi, adalah 

biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada 

masyarakat sebagai imbalan atas layanan atau izin tertentu yang 

diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu, baik orang 

perseorangan maupun badan usaha. 
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Layanan yang dimaksud mencakup aktivitas pemerintah 

daerah yang menghasilkan fasilitas atau manfaat lain yang bisa 

dinikmati oleh individu atau badan. Pajak dan Retribusi Daerah 

diatur kembali oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009, yang telah diubah dengan UU Nomor 34 

Tahun 2000. Berikut adalah ciri-ciri retribusi daerah: 

a) Retribusi dipungut oleh pemerintah. 

b) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis. 

c) Kontraprestasi dikenakan pada saat orang dan yang 

menggunakan mengeyem jasa-jasa yang disiapkan negara. 

5. Sistem Pemungutan Pajak 

       Menurut Resmi (2017:11), sistem pemungutan pajak dapat dibagi 

menjadi tiga kategori, yaitu:  

a. Official Assessment System 

Sistem ini memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 

menentukan jumlah pajak yang terutang. Ciri-ciri official 

assessment: 

1) Kewenangan untuk menetapkan besaran pajak di tangan fiskus.  

2) Wajib Pajak bersifat pasif.  

3) Utang pajak akan muncul setelah surat ketetapan pajak 

dikeluarkan oleh fiskus.  
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b. Self Assessment System 

Dalam sistem ini, wajib Pajak diberikan kewenangan, kepercayaan, 

dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus 

dibayarkan.  

c. Withholding System Sistem  

Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk 

memotong atau memungut jumlah pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak. 

6. Pajak Alat Berat 

a. Pengertian pajak alat berat 

       Alat berat merupakan mesin berukuran besar yang dirancang 

khusus untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan berat, seperti 

pembangunan infrastruktur, pertambangan, dan aktivitas teknis 

lainnya yang sulit dilakukan hanya dengan tenaga manusia. 

Penggunaan alat berat sangat krusial karena mampu mempercepat 

proses kerja, meningkatkan ketelitian, serta mendukung efisiensi 

pelaksanaan proyek.  

       Setiap manusia memiliki karakter dan pemikiran yg berbeda 

begitu juga dengan para ahli yg menyajikan definisi alat berat sesuai 

dengan pemikiran dan pemahaman masing-masing. Definisi alat 

berat menurut para ahli ialah : 



14 
 

 
 

1) Yohannes menjelaskan bahwa alat berat adalah mesin bantu 

yang digunakan oleh manusia dalam melakukan pekerjaan yang 

tidak dapat diselesaikan dengan tenaga fisik biasa. 

2) Menurut Putra (2018), alat berat adalah peralatan berskala besar 

yang didesain untuk kegiatan konstruksi, seperti pengolahan 

tanah, pembangunan jalan, bangunan, serta keperluan di bidang 

perkebunan dan tambang. 

3) Sementara itu, Asiyanto (2008) menyatakan bahwa alat berat 

dibuat untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi yang bersifat 

berat, seperti menggali, mengangkut, dan memindahkan 

material, yang sulit dilakukan secara manual. 

4) Dalam pandangan Soedrajat (1982), alat berat dalam bidang 

teknik sipil digunakan sebagai alat bantu untuk mempercepat 

dan mempermudah proses pembangunan struktur. 

5) Kristiawan dan Abdullah (2020) menambahkan bahwa istilah 

alat berat mencakup berbagai mesin berukuran besar yang 

berperan dalam proyek konstruksi, eksplorasi tambang, dan 

pekerjaan berat lainnya. 

Dari penyelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa alat 

berat merupakan perangkat mekanis berskala besar yang digunakan 

untuk menunjang pekerjaan teknis berat, dengan tujuan 

mempercepat waktu kerja, mengefisiensikan tenaga, serta 

menurunkan biaya operasional proyek. 
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       Tujuan dari penggunaan alat berat ini adalah untuk 

memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaanya, sehingga 

hasil yang diinginkan dapat dicapai dengan lebih efesien dan dalam 

waktu yang lebih singkat. Beberapa jenis Alat berat yang umum 

digunakan dalam proyek kontruksi antara lain: 

1) Dozer 

2) Alat gali (excavator) seperti backhoe, front shovel, clamshell 

3) Alat pengangkut seperti loader, trcuk dan conveyor belt 

4) Alat pemadat tanah seperti roller dan compactor serta lain-lain. 

b. Klasifikasi Fungsional Alat Berat 

       Klasifikasi fungsional alat berat merujuk pada pengelompokan 

alat berdasarkan fungsi utama yang dimilikinya. Berdasarkan 

fungsinya, alat berat dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai 

berikut: 

1) Alat Pengolah Lahan 

Lokasi yang akan digunakan untuk proyek konstruksi sering kali 

memiliki area yang perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum 

pekerjaan dimulai. Di lokasi tersebut, biasanya kita bisa 

menemukan berbagai hal, seperti adanya pohon, semak-semak, 

atau kondisi tanah yang tidak rata. Fenomena-fenomena ini 

dapat menjadi hambatan bagi proses pengerjaan yang akan 

dilakukan. Di area yang memiliki pepohonan atau semak-semak, 
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penting untuk melakukan pembersihan, di mana alat berat 

seperti dozer diperlukan untuk tugas ini. 

(Gambar 2. 1 Dozer) 

2) Alat Penggali 

Pada tanah yang memerlukan penggalian dalam jumlah besar, 

jika hanya mengandalkan alat manual seperti cangkul, maka 

prosesnya bisa memakan waktu yang cukup lama. Alat berat dan 

peralatan besar yang termasuk dalam kategori ini dapat 

meningkatkan efisiensi serta kapasitas pekerjaan, seperti 

excavator atau backhoe. 

 

 

 

 

 

(Gambar 2. 2 Excavator) 
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3) Alat Pemindahan Material 

Lahan yang sudah digali, selanjutnya tumpukan hasil atau sisa 

penggalian tersebut harus dipindahkan. Untuk memindahkan 

lahan dalam jumlah besar, dibutuhkan alat pemindahan dengan 

ukuran besar yang mampu menampung muatan lahan tersebut. 

Alat berat dan peralatan besar yang termasuk dalam kategori ini 

meliputi truk sampah dan loader.  

(Gambar 2. 3 Loader) 

4) Alat Pemadat 

Pemadat telah dilakukan untuk meratakan dan memperkuat 

permukaan lahan. Di samping itu, salah satu sasaran dari proses 

ini adalah pembuatan jalan, baik yang berbahan tanah maupun 

aspal. Dengan demikian, pemadatan jalan sangat berguna untuk 

meratakan lahan pada area yang luas, serta mendukung 

transportasi di jalan agar mampu mengakomodasi kecepatan 

tinggi kendaraan bermotor. Terdapat banyak tipe alat berat yang 

masuk dalam kategori ini, namun beberapa yang sering dipakai 
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antara lain adalah mesin pemadat (stoomwaltz), tandem roller, 

tamping roller, dan pneumatic tired roller. 

(Gambar 2. 4 Tandem Roller) 

5) Alat Pemroses Material 

Bahan yang biasanya digunakan untuk membangun jalan, seperti 

beton dan aspal, harus diproses terlebih dahulu sesuai dengan 

prosedur yang ada agar memiliki bentuk dan ukuran yang 

dibutuhkan sebelum digunakan. Peralatan yang termasuk dalam  

kategori ini meliputi pabrik pencampur aspal dan pabrik 

pencampur beton. 

 

 

 

 

 

(Gambar 2. 5 Ashalt Mixing Plant) 
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6) Alat Penempatan Akhir Material 

Material, seperti beton dan aspal yang telah diproses, selanjutnya 

ditempatkan di lokasi proyek. Peralatan berat dan besar yang 

digunakan untuk menempatkan material ini termasuk asphalt 

paver atau finisher, mixer beton, dan pompa beton. 

Untuk proses penempatan akhir aspal, aspal yang telah diproses 

diangkut dengan dump truck dan kemudian ditempatkan pada 

asphalt paver atau finisher untuk ditempatkan di area yang akan 

dijadikan jalan. Sementara itu, untuk penempatan akhir material 

beton, beton diangkut menggunakan mixer beton. Selain 

berfungsi untuk mengangkut beton yang siap digunakan, mixer 

beton juga berfungsi untuk menjaga agar beton tetap dalam 

keadaan cair dan tidak mengeras selama perjalanan menuju 

lokasi proyek. 

(Gambar 2. 6 Asphalt Finisher) 
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c. Klasifikasi Operasional Alat Berat 

       Alat berat dalam operasionalnya dapat dibedakan berdasarkan 

kemampuannya untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, atau 

bersifat statis. Dengan demikian, klasifikasi alat berat dapat dibagi 

menjadi dua kategori utama sebagai berikut: 

1) Alat dengan Penggerak 

Alat penggerak adalah komponen dari alat berat yang berfungsi 

menerjemahkan tenaga dari mesin menjadi pekerjaan yang 

dilakukan. Tipe penggerak ini bisa berupa crawler (roda 

kelabang) atau ban karet. Selain itu, pada sistem conveyor belt, 

penggerak yang digunakan adalah belt. 

2) Alat Statis 

Dalam kategori ini, terdapat beberapa jenis alat seperti tower 

crane, batching plant untuk beton maupun aspal, serta crusher 

plant. Crane juga memiliki berbagai variasi, termasuk crane 

menara, crane kabel, dan mobile crane. Di antara jenis-jenis 

crane tersebut, mobile crane sering digunakan dalam proyek 

pembangunan sipil yang melibatkan pemindahan tanah. Alat ini 

dipilih karena kemudahan dalam pemindahannya, yang sangat 

dibutuhkan mengingat pekerjaan pemindahan tanah secara 

mekanis memerlukan tingkat mobilitas yang relatif tinggi. 

 

 



21 
 

 
 

d. Fungsi Alat Berat 

Alat berat ini dirancang khusus untuk mendukung berbagai 

aplikasi dalam sektor kehutanan, dengan konfirugasi seperti 

LogLoader, Harvester/Processor dan Road Builder. BackLoader 

merupakan kombinasi dari dua jenis alat berat yang memiliki fungsi 

berbeda. Dimana bagian depannya dilengkapi dengan perlengkapan 

yang mirip dengan yang digunakan pada excavator. 

1) Excavator 

Alat penggali yang dikenal sebagai excavator memiliki dua tipe, 

yaitu:  

a) Excavator yang berjalan menggunakan roda kelabang / truck 

shoe (crawler excavator). 

b) Excavator yang menggunakan ban (Wheel Excavator). 

Excavator digunakan untuk berbagai pekerjaan, seperti: 

(1) Menggali (excavating) 

(2) Memuat material (loading) 

(3) Menghancurkan bantuan (hammering) 

(4) Mengebor (drilling) 

Perbedaan utama antara excavator dan mini excavator 

terletak pada kapasitas implementasi yang digunakan. 
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2)  Grader 

Alat perata tanah atau grader berfungsi untuk meratakan 

permukaan tanah secara mekanis. Selain itu, grader juga bisa 

digunakan untuk keperluan lainnya, seperti penggusuran tanah 

dan meratakan tanggul. Beberapa pekerjaan yang dapat 

dilakukan oleh grader antara lain:  

a) Peralatan tanah (speading) 

b) Pekerjaan tahap akhir (finishing) pada “pekerjaan tanah” 

c) Pencampuran tanah dan material 

d) Pembuatan parit 

e) Pemberian butiran tanah 

3) Skidder 

Terdapat dua jenis skidder yang umum digunakan, yaitu 

a) Wheel skidder 

b) Track skidder 

Skidder berfungsi untuk menarik batang kayu, dan pekerjaan ini 

biasanya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang 

penebangan kayu (logging). 

4) Motor Scraper 

Motor scraper digunakan untuk memuat, memindahkan, 

menggali muatannya sendiri, dan mengangkutnya ke lokasi yang 

ditentukan, serta menyebarkannya dan meratakannya. Alat ini 

mampu menggali atau mengupas permukaan tanah hingga 
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kedalaman 2,5 cm atau menimbun suatu area dengan ketebalan 

minimal 2,5 cm. motor scaper dapat digunakan untuk memotong 

lereng tanggul atau bendungan, menggali tanah diantara 

bangunan beton, serta meratakan jalan raya atau lapangan 

terbang. Efesiensi penggunaannya dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu: 

a) Kedalaman tanah yang digali  

b) Kondisi mesin 

c) Keterampilan operator 

Dari segi pergerakannya, terdapat dua jenis macam scraper 

yaitu: 

(1) Scraper yang ditarik oleh buldoser 

(2) Scraper yang dilengkapi dengan mesin pengerak sendiri 

5) Dump truck  

digunakan untuk memindahkan dan membuang material dengan 

kapasitas yang terbatas, terutama dalam kondisi jalan yang sulit. 

6) Wheel Dozer  

Mesin ini merupakan wheel loader yang dilengkapi dengan 

blade, sehingga fungsinya hampir mirip dengan dozer. 

7) Track Type Loader  
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Mesin ini digunakan untuk memuat material, serupa dengan 

wheel loader, namun mengunakan track dan memiliki kapasitas 

yang lebih kecil. 

8) Wheel Loader 

Loader adalah alat berat yang digunakan untuk memuat hasil 

galian atau material yang dihasilkan dari alat berat lainnya, 

seperti buldozer dan grader. Secara prinsip, fungsi utama Loader 

adalah membantu mengangkut material dari tempat penimbunan 

ke alat pengangkut lainnya. Selain itu, Loader juga dapat 

dimanfaatkan untuk pembersihan lokasi secara ringan, 

menggusur material yang sudah dibongkar, mengangkat tonggak 

kayu kecil, menggali pondasi basement, dan berbagai tugas 

lainnya. 

Loader berfungsi sebagai alat pengangkut material dalam jarak 

pendek, sehingga saat digunakan, tidak ada material yang 

tercecer. Terdapat dua jenis Loader yang umum digunakan: 

a) Loader dengan roda rantai 

b) Loader dengan roda karet 

9) Track Type Tractor 

Track type tractor yang lebih dikenal sebagai buldozer, adalah 

alat berat yang dirancang khusus untuk mendorong material, 

meratakan, atau mengupas permukaan tanah. Kegunaan alat ini 
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dapat bervariasi tergantung pada attachment yang dipasang, 

seperti:  

a) Ripping , jika dilengkapi ripper 

b) Skidding, jika dilengkapi dengan winch 

10)  Dozer Shovel  

Dengan menambahkan attachment shovel pada excavator, alat 

ini kemudian dikenal sebagai shovel. Shovel sangat efektif untuk 

menggali tanah tanpa memerlukan alat bantu lainnya, sekaligus 

memungkinkan pemuatan material ke dalam truk atau alat 

angkut lainnya. Alat ini juga berguna untuk membentuk 

timbunan bahan persediaan (stock piling). Umumnya, power 

shovel dipasang di atas crawler mounted, yang memberikan 

keuntungan signifikan, seperti stabilitas dan kemampuan 

mengapung. Dalam penerapannya, power shovel digunakan 

terutama untuk menggali tebing yang lebih tinggi dari posisi alat. 

Terdapat dua jenis shovel, yaitu shovel dengan kendali kabel dan 

shovel dengan kendali hidrolis. 

e. Subjek Pajak Alat Berat 

       Subjek pajak alat berat adalah orang pribadi atau badan yang 

memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Jadi menurut 

penjelasan diatas dapat disimpulkan untuk subjek pajak alat berat 

sama dengan orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau 

menguasai kendaraan alat berat. 
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f. Objek Pajak Alat Berat 

       Objek pajak alat berat adalah kepemilikan dan atau penguasaan 

meliputi semua kendaraan bermotor yang terdaftar didaerah provinsi 

yang bersangkutan, termasuk kepemilikan dan atau penguasaan 

kendaraan bermotor alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai 

angkutan orang atau barang dijalan umum. 

g. Bukan Objek Pajak Kendaraan Alat Berat  

       Terdapat beberapa pengecualian yang tidak termasuk dalam 

objek pajak kendaraan alat berat, yaitu sebagai berikut: 

1) Kendaraan alat berat yang dimiliki atau dikuasai oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

2) Kendaraan yang dimiliki atau dikuasai oleh kedutaan, konsulat, 

perwakilan negara asing, serta perwakilan lembaga-lembaga 

internasional dengan prinsip timbal balik. 

h. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Alat Berat 

Dasar hukum pemungutan pajak kendaraan alat berat di 

Indonesia harus didasarkan pada peraturan yang kuat untuk 

memastikan kelancaran dalam pengenaan dan pemungutannya. Hal 

ini juga berlaku untuk pajak kendaraan alat berat, yang diatur dalam 

beberapa peraturan sebagai berikut. 

1) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan 

perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah. 
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2) Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak 

daerah 

3) Peraturan daerah provinsi yang mengatur pajak kendaraan 

bermotor dan kendaraan atas air. Peraturan daerah ini dapat 

digabungkan menjadi satu peraturan untuk pajak kendaraan 

bermotor dan kendaraan atas air. 

4) Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang pajak 

daerah, yang diundangkan di jakarta dan mulai berlaku pada 

tanggal yaitu 4 juli 1997. 

5) Keputusan Gubernur yang mengatur pajak kendaraan bermotor 

dan kendaraan atas air, serta aturan pelaksanaan peraturan 

daerah untuk pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas 

air. 

i. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Alat Berat 

Dasar pengenaan pajak untuk alat berat adalah nilai jual alat 

berat. Nilai jual ini ditentukan berdasarkan pada harga rata-rata 

pasaran umum untuk alat berat yang bersangkutan. 

1) Nilai jual alat berat yaitu harga rata-rata yang berlaku di pasaran 

umum. 

2) Harga rata-rata  yang diperoleh dari berbagai sumber data yang 

akurat pada minggu pertama bulan desember tahun pajak 

sebelumnya. 
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Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, 

menetapkan tarif pajak untuk pajak alat berat (PAB) ditetapkan 

sebesar 0,2% (nol koma dua persen). 

berikut adalah cara menghitung  pajak alat berat (PAB) 

 

PAB = NJAB x tarif 

PAB = Rp80.000.000 x 0,2% 

PAB = Rp160.000 

7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Alat Berat 

Prosedur yang berkaitan dengan pembayaran dan penagihan 

pajak untuk alat berat sebagai berikut : 

a. Pajak harus dilunasi sekaligus dimuka untuk periode 12 (dua belas) 

bulan. 

b. Pembayaran pajak harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan 

setelah diterbitkannuya SKPD, SKPDKB, SKPDKB, STPD, Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan/ Putusan 

Banding yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah. 

c. Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk 

mencicil atau menunda pembayaran pajak, dengan syarat yang 

ditentukan dan dikenakan bunga sebesar 2 (dua persen) per bulan. 

d. Prosedur untuk pengajuan cicilan atau penundaan pembayaran 

ditetapkan oleh gubernur. 

PAB = Nilai Jual Alat Berat x Tarif 
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e. Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang 

ditentukan oleh Gubernur (pasal 17). 

f. Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 

dan Putusan Banding, jika tidak dibayar atau kurang dibayar oleh 

wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa. 

g. Proses penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 18). 

h. Pemilik kendaraan bermotor yang melunasi pajaknya akan diberikan 

tanda pelunasan pajak dan penning. 

i. Penning yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus ditempelkan 

pada kendaraan bermotor roda empat atau lebih, serta pada 

kendaraan bermotor roda dua atau tiga. 

j. Bentuk, isi, kualitas, ukuran tanda pelunasan pajak, dan penning, 

serta cara penempelannya, ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan 

ketentuan dalam pasal 19. 

8. Penetapan Pajak Alat Berat 

a. Pajak ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD) atau dokumen lain yang setara. 

b. Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran SKPD ditentukan oleh Gubernur. 

c. Dalam jangka waktu lima tahun sejak terutangnya pajak, Gubernur 

berwenang untuk menerbitkan: 

1) Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar jika: 
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a) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau informasi lain, pajak 

yang terutang tidak dibayar atau kurang bayar. 

b) Surat pemberitahuan pajak daerah tidak disampaikan kepada 

Gubernur dalam waktu yang ditentukan dan setelah 

diberikan teguran secara tertulis. 

c) Kewajiban untuk mengisi surat pemberitahuan pajak daerah 

tidak dipenuhi, sehingga pajak yang terhutang dihitung 

secara jabatan. 

2) Surat keteragan pajak daerah kurang bayar tambahan jika 

ditemukan data baru atau daya yang sebelumnya tidak terungkap 

yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. 

3) Surat keterangan pajak daerah nihil jika jumlah pajak terutang 

sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau jika pajak tidak 

terutang dan tidak ada kredit pajak. 

d. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak 

daerah kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

angka 1 dan 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 

2% (dua persen) perbulan, dihitung dari pajak terutang selama 

maksimal 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak. 

e. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak 

daerah kurang bayar tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 

100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 
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f. Kenaikan yang disebutkan pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib 

pajak melaporkan sendiri  sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 

g. Jumlah pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak daerah 

kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 

dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari 

pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% per 

bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat di bayar 

selama maksimal 24 bulan sejak saat terutangnya pajak. 

h. Gubernur berhak menerbitkan surat tagihan pajak daerah dalam 

beberapa kondisi, sebagai berikut: 

1) Ketika pajak yang harus dibayar dalam tahun berjalan 

tidak dilunasi atau dibayar kurang. 

2) Jika hasil penelitian terhadap surat pemberitahuan pajak 

daerah menunjukkan adanya kekurangan pembayaran akibat 

kesalahan penulisan atau perhitungan. 

3) Jika wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda.Pajak dalam tahun berjalan tidak dibayar atau 

kurang dibayar. 

i. Jumlah kekurangan pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak 

daerah, sesuai dengan ketentuan pada angka (1) huruf a dan huruf 

b, akan ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 

2% (dua persen) setiap bulan, dengan maksimum penambahan 

selama 15 (lima belas) bulan sejak pajak tersebut terutang. 
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j. Surat ketetapan pajak daerah yang tidak atau kurang bayar setelah 

jatuh tempo akan dikenakan pembayaran juga dengan 

sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per 

bulan, yang dihitung sejak terbitnya surat tagihan pajak daerah. 

k. Adapun bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Surat Tagihan Pajak 

Daerah (STPD) akan ditetapkan oleh Gubernur. 
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B. Kerangka Konseptual 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan 

pajak kendaraan alat berat pada kantor SAMSAT gowa, untuk mencapai 

tujuan tersebut, peneliti membutuhkan data wawancara maupun data 

pemangatan yang berkaitan dengan pajak daerah agar dapat mengetahui 

peneriman pajak kendaraan alat berat pada kantor SAMSAT gowa, maka 

data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendataan 

kualitatif. Berdasarkan uraian tersebut, maka  peneliti menyajikan kerangka 

berpikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 2. 7Kerangka Konseptual) 
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C. Metode Pelaksanaan Penelitian 

 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor SAMSAT Gowa yang 

beralamat di Jl. Tumarunang Raya, Kalegowa, Kec. Somba Opu, 

Kabupaten gowa, Sulawesi Selatan 92114. Penelitian ini dilaksanakan 

setelah ujian seminar proposal. 

2. Sumber Informan 

Informan yang akan bertindak sebagai subjek dalam penelitian ini 

adalah Kepala Bagian Pendataan dari pihak UPT Samsat Gowa yang 

mengetahui secara teknis dan detail tentang tentang pajak alat berat.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Teknik pengumpulan data melalui wawancara melibatkan interaksi 

langsung antara peneliti dan responden melalui tanya jawab untuk 

memperoleh informasi secara mendalam mengenai topik yang di 

teliti. 

b. Observasi  

Pengumpulan data secara langsung di lapangan dilakukan melalui 

kegiatan observasi terkait penerimaan pajak alat berat.  

c. Dokumentasi 

Proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa 

buku, catatan, surat kabar, terkait dengan topik penelitian. 

4. Analisis data 



35 
 

 
 

Analisis data merupakan sebuah upaya sebuah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi sebagai langkah peningkatan pemahaman 

permasalahan yang dikaji, sehingga mudah dipahami oleh peneliti. 

Adapun tahapan dari teknik analisis data kualitatif sebagai berikut: 

a. Redukasi data 

Dalam penelitian, redukasi data adalah prosedur penting, terutama 

saat menganalisis data kualitatif. Proses ini memiliki pemilihan, dan 

pengelolaan informasi dari data mentah yang diperoleh sehingga 

menghasilkan informasi yang lebih relevan dan berguna yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

b. Proses menyampaikan 

data yang telah dikumpulkan dengan cara yang mudah dipahami dan 

dianalisis dikenal sebagai penyajian data. Tujuan utama dari 

penyajian data adalah untuk memudahkan pemahaman dan analisis 

data sehingga informasi yang terkandung didalamnya dapat 

digunakan secara efesien. 

c. Menarik kesimpulan 

Langkah terakhir dalam proses penelitian adalah menarik 

kesimpulan, yang bertujuan untuk merangkum dan menyatakan 

temuan dari analisis data yang telah dilakukan. Selain menyajikan 

temuan signifikan dari penelitian,  kesimpulan juga menjawab 

pertanyaan dari penelitian. 
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PROFIL PERUSAHAAN/INSTANSI 

A. Sejarah Singkat Kantor Samsat Gowa 

       Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) adalah suatu 

sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat 

pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan 

dalam satu gedung. Samsat kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas 

Pendapatan Provinsi, dan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk 

menerbitkan STNK yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara 

baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang 

dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan “Kantor Bersama Samsat “. 

       Pada tahun 1993-1999: diberlakukan revisi masa berlaku STNK dan 

TNKB dari 1 tahun menjadi 5 tahun namun setiap tahunnya melakukan 

pengesahan STNK berdasarkan INBERS Panglima Angkatan Bersenjata, 

Menkeu dan Mendagri No.INS/02/II/1993, No. 01/IMK.01/1993, No.2A 

Tahun 1993. Mekanisme perpanjangan STNK dibentuk 5 pokja (loket) 

untuk pelayanan, 1999 s.d. Sekarang: Berdasarkan INBERS Menhankam, 

Menkeu dan Mendagri No. Pol. INS/03/M/X/1999, No. 6/IMK.014/1999, 

No.29 Tahun 1999 menetapkan penyempurnaan dan penyederhanaan sistem 

operasi pelayanan dari 5 loket menjadi 2 loket. yaitu Pembayaran 

SWDKLLJ yang tertera pada SKPD berfungsi sebagai pengganti polis 

asuransi (Sertifikat), Tanda pelunasan dan pengesahan digabung dengan 
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Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divalidasi cash register 

sebagai tanda bukti pembayaran.  

B. Visi dam Misi 

1. Visi Organisasi 

Terwujudnya pelayanan prima dalam pengurusan administrasi 

dan registrasi identifikasi ranmor melalui keterpaduan Pelayanan Polri, 

Pemda, Jasa Raharja pada Samsat Gowa. 

2. Misi Organisasi 

a. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat dengan menjunjung 

tinggi etika profesi 

b. Melaksanakan proses administrasi ranmor secara cepat dan tepat 

c. Mewujudkan aparat pelaksana samsat yang bersih, jujur, cakap 

bertanggung jawab, dan professional. 

d. Meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak 

e. Penetapan arsip kendaraan yang tertib untuk memudahkan 

identifikasi dan keamanan dokumentasi. 
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C. Struktur Organisasi dan Job Description 

1. Struktur Organisasi 

(Gambar 3. 1 Struktur Organisasi SAMSAT Gowa) 

2. Job Description 

b. Kepala UPT Pendapatan Wilayah Gowa 

1) Memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan operasional di 

UPT pendapatan wilayah gowa. 

2) Menyusun strategi dan kebijakan untuk mencapai target 

pendapatan daerah. 

3) Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian, 

pemerintah daerah, dan Jasa Raharja, untuk memastikan 

kelancaran operasional. 
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4) Melakukan evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala 

kepada atasan dan stakeholder terkait. 

5) Mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk 

memastikan sesuai dengan visi dan misi kantor. 

c.  Kepala sub Bagian Tata Usaha 

1) Mengelola administrasi internal kantor, termasuk pengelolaan 

sumber daya manusia, keuangan, dan logistik. 

2) Mengawasi kegiatan administrasi sehari-hari, memastikan 

kelancaran operasional kantor. 

3) Menyusun dan mengelola anggaran, serta memastikan 

penggunaan dana yang efisien dan tepat. 

4) Melakukan pengarsipan dokumen dan memastikan 

ketersediaan sarana dan prasarana kantor. 

5) Mengelola hubungan dengan pihak ketiga, seperti penyedia 

layanan dan pemasok. 

d. Kepala Seksi (kasi) Pendataan dan Penagihan 

1) Mengawasi dan melaksanakan proses pendapatan kendaraan 

bermotor yang terdaftar di wilayah Gowa. 

2) Mengelola dan memonitor kegiatan penagihan pajak 

kendaraan bermotor. 

3) Menyusun strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dan mengurangi tunggakan pajak. 
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4) Berkoordinasi dengan tim lapangan untuk memastikan data 

kendaraan akurat dan terkini. 

5) Menyusun laporan pendataan dan pengihan secara berkala. 

e. Kepala seksi (kasi) Penetapan dan Penerimaan 

1) Mengelola dan mengawasi proses penetapan besaran pajak dan 

penerimaan kendaraan bermotor.  

2) Memastikan semua transaksi penerimaan dilakukan dengan 

tepat dan sesuai prosedur. 

3) Memonitor dan mengevaluasi pencapaian target penerimaan 

pajak. 

4) Berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk memastikan 

pencatatan penerimaan yang akurat. 

5) Menyusun laporan penerimaan dan memberikan rekomendasi 

untuk peningkatan efisiensi penerimaan pajak. 

D. Hasil Penelitian 

pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan hasil dari penelitian 

mengenai sistem penerimaan pajak alat berat dalam meningkatkan 

pendapatan daerah pada kantor Samsat Gowa. Penelitian ini dilaksanakan 

di kantor Samsat Gowa dengan fokus pada data tahun 2022-2024 

menggunakan pendekatan kualitatif. Berikut adalah informasi yang 

dikumpulkan dari UPT Samsat Gowa sepanjang proses penelitian: 
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1. Prosedur Sistem Penerimaan Pajak Alat Berat 

sistem penerimaan pajak alat berat di Kantor Samsat Gowa 

menggunakan prosedur yang terstruktur dan sistematis. Berdasarkan 

observasi dan wawancara yang dilakukan, sistem ini terdiri dari empat 

tahapan utama yang harus dilalui oleh wajib pajak. Adapun sistem 

penerimaan pajak alat berat di Kantor Samsat Gowa adalah sebagai 

berikut: 

a. Tahap Pendaftaran dan Pendataan 

Tahap awal dimulai dengan pendaftaran alat berat sebagai objek 

pajak oleh perusahaan pemilik. Wajib pajak diwajibkan mengisi 

formulir pendataan alat berat dengan melampirkan dokumen 

kepemilikan yang sah. Petugas Samsat kemudian melakukan 

verifikasi data dan spesifikasi alat berat secara detail, termasuk jenis, 

kapasitas, dan kondisi alat. Proses ini diakhiri dengan penerbitan 

identitas pajak alat berat sebagai bukti registrasi resmi.  

      

 

 

 

 

 

 

 

                       (Gambar 3. 2 Formulir Pendaftaran Alat Berat) 
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Dokumen ini menggambarkan langkah-langkah pengregistrasian 

alat berat secara resmi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2024 yang diterapkan di Kabupaten Gowa. Formulir ini diisi 

oleh PT. Tirta Fresindo Jaya sebagai pemilik yang wajib membayar 

pajak untuk alat berat tipe Skid Loader. 

b. Tahap Penetapan Pajak 

Penetapan besaran pajak dihitung berdasarkan tiga faktor utama: 

jenis alat berat, kapasitas operasional, dan nilai kendaraan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa setelah perhitungan selesai, Kantor 

Samsat Gowa menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 

kepada wajib pajak dengan sistem pembayaran tahunan. 

Pemberitahuan jatuh tempo pembayaran disampaikan minimal 30 

hari sebelum tanggal jatuh tempo. 

(Gambar 3. 3 Surat Ketetapan Pajak) 
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Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ini adalah hasil dari proses 

penetapan pajak yang dilaksanakan oleh UPT Samsat Gowa 

terhadap objek pajak yang dimiliki oleh PT. Tirta Fresindo Jaya. 

Dokumen ini menetapkan jumlah pajak yang perlu dibayarkan 

sebesar Rp 778. 000 untuk mesin berat tipe Skid Loader dengan 

NJAB sebesar Rp 389. 000. 000, sesuai dengan tarif pajak 0,2% 

yang telah diatur dalam peraturan daerah. 

c. Tahap Pembayaran dan Administrasi 

sistem pembayaran di Kantor Samsat Gowa menyediakan dua 

metode: pembayaran konvensional di loket dan pembayaran digital 

melalui sistem terintegrasi. Setiap pembayaran yang dilakukan akan 

dicatat dalam sistem database Samsat dan dilaporkan secara berkala 

kepada Badan Pendapatan Daerah. Sistem monitoring digunakan 

untuk tracking tingkat kepatuhan wajib pajak secara real-time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 3. 4 Bukti Pembayaran) 
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Dokumen ini berfungsi sebagai bukti resmi untuk pembayaran pajak 

alat berat yang dilakukan oleh PT. Hilon (PT. Inocycle Technology). 

Pembayaran ini didasarkan pada SP3D dan SKPD yang telah 

dikeluarkan sebelumnya. Ada dua unit forklift merek Toyota dengan 

tahun pembuatan 2010 dan 2014 yang dikenakan pajak, dengan 

masing-masing nilai PAB sebesar Rp 318. 000 dan Rp 388. 000, 

sehingga total pembayaran mencapai Rp 706. 000. Pembayaran 

tersebut dilakukan secara non-tunai melalui transfer dari Bank BCA 

pada tanggal 13 Juni 2024, dan diterima oleh bendahara UPT 

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Realisasi Penerimaan Pajak Alat Berat Tahun 2022-2024 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat Gowa, 

perkembangan penerimaan pajak alat berat menunjukkan dinamika 

yang cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam. Periode tahun 2022-

2024 menjadi fokus analisis mengingat pada rentang waktu tersebut 

terjadi berbagai perubahan kebijakan perpajakan dan kondisi ekonomi 

yang berpengaruh terhadap sektor konstruksi. Kontribusi dari berbagai 

perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gowa juga 

menunjukkan variasi yang signifikan, dengan beberapa perusahaan 

besar mendominasi struktur penerimaan pajak alat berat. 

Data realisasi penerimaan pajak alat berat menunjukkan pola 

yang unik selama periode 2022-2024. Pada tahun 2022 dan 2023, tidak 

terdapat pencatatan target maupun realisasi penerimaan pajak alat berat, 
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yang mengindikasikan kemungkinan belum adanya sistem pemungutan 

yang efektif atau belum optimalnya identifikasi objek pajak alat berat di 

wilayah Kabupaten Gowa. Kondisi ini berubah secara signifikan pada 

tahun 2024, di mana Kantor Samsat Gowa berhasil menetapkan target 

penerimaan sebesar Rp 4.346.000 dan mencapai realisasi sebesar Rp 

3.966.000 

Adapun Realisasi Penerimaan Pajak Alat Berat Tahun 2022-

2024: 

Table 3. 1 

Realisasi Penerimaan Pajak Alat Berat Tahun 2022-2024 

Tahun Target Realisasi Jumlah Presentase 

2022 Rp             - Rp                  - Rp                   - 0% 

2023 Rp             - Rp                   - Rp                   - 0% 

2024 Rp 4,346,000 Rp   3,966,000 Rp   3,966,000 91% 

Sumber: Kantor Samsat Gowa 2024 

Tabel 4.1 Menunjukkan bahwa data realisasi penerimaan pajak 

alat berat di kantor samsat gowa untuk tahun 2022-2024. Dengan rincian 

data target, realisasi, jumlah, dan presentase penerimaan pajak alat berat 

belum terisi atau menunjukkan 0%. Tahun 2024 adalah sebesar 91%. 

Jika berdasrakan pada kriteria atau indikator tersebut maka peneliannya 

adalah efektif. 
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Table 3. 2 

Rincian Kontribusi Pajak Alat Berat Per Perusahaan Tahun 2024 

No Nama Perusahaan 
Kontribusi 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

1 PT. Beton Megahperkasa Setia 2.482.000 62,6% 

2 PT. Tirta Fresindo Jaya 778.000 19,6% 

3 PT. Hilon 706.000 17,8% 

Total  3.966.000 100% 

Sumber: Kantor Samsat Gowa 2024 

Tabel 4.2 memperlihatkan rincian kontribusi penerimaan pajak 

alat berat per perusahaan tahun 2024. Dari data tersebut, terlihat bahwa 

PT. Beton Megahperkasa Setia merupakan penyumbang terbesar 

dengan kontribusi sebesar Rp 2.482.000 atau 62,6% dari total 

penerimaan. PT. Tirta Fresindo Jaya menyumbang sebesar Rp 778.000 

(19,6%), dan PT. Hilon memberikan kontribusi Rp 706.000 (17,8%). 

Total kontribusi dari ketiga perusahaan ini adalah Rp 3.966.000 yang 

mencerminkan 100% realisasi penerimaan pajak alat berat pada tahun 

tersebut. 

Hal ini menunjukkan bahwa dominasi kontribusi masih berasal 

dari perusahaan besar tertentu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah 

daerah untuk memperluas basis wajib pajak agar potensi penerimaan 

pajak alat berat dapat tergali lebih maksimal dan merata di masa 

mendatang.  
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E. Pembahasan 

       Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat Gowa, 

penerimaan pajak alat berat mengalami kondisi yang unik dalam periode 

2022-2024. Pada tahun 2022 dan 2023, tidak terdapat penerimaan pajak alat 

berat sama sekali dengan target, realisasi, dan jumlah sebesar Rp 0 (0%). 

Kondisi ini disebabkan karena regulasi berupa Undang-Undang Dasar 

(UUD) terkait pajak alat berat belum dikeluarkan oleh pemerintah pusat, 

sehingga Kantor Samsat Gowa belum memiliki landasan hukum yang kuat 

untuk melakukan pemungutan dan pelaporan pajak alat berat. Ketiadaan 

payung hukum ini mengakibatkan sistem penerimaan pajak alat berat tidak 

dapat dioperasionalkan secara resmi selama dua tahun berturut-turut. 

       Kondisi berbeda terjadi pada tahun 2024 ketika regulasi pajak alat berat 

telah resmi dikeluarkan dan diimplementasikan. Target penerimaan pajak 

alat berat untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 4.346.000, dan berhasil 

direalisasikan sebesar Rp 3.966.000 atau mencapai tingkat pencapaian 91% 

dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan respon yang 

positif dari wajib pajak dan efektivitas sistem penerimaan pajak alat berat 

yang baru diimplementasikan. Kontribusi terbesar berasal dari PT. Beton 

Megahperkasa Setia dengan pembayaran sebesar Rp 2.482.000 (62,6%), 

diikuti oleh PT. Tirta Fresindo Jaya sebesar Rp 778.000 (19,6%), dan PT. 

Hilon sebesar Rp 706.000(17,8%). 

       Tingkat realisasi 91% pada tahun pertama implementasi sistem pajak 

alat berat dapat dikategorikan sebagai pencapaian yang sangat baik, 
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mengingat ini merupakan tahun pertama sistem beroperasi secara resmi. 

Selisih 9% antara target dan realisasi (Rp 380.000) masih dalam batas wajar 

untuk tahun pertama implementasi kebijakan baru, terutama mengingat 

proses sosialisasi, adaptasi wajib pajak, dan penyesuaian sistem 

administrasi yang memerlukan waktu. Pencapaian ini memberikan indikasi 

positif bahwa sistem penerimaan pajak alat berat memiliki potensi besar 

untuk berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Gowa di tahun-tahun mendatang, dengan proyeksi peningkatan 

tingkat kepatuhan dan penyempurnaan sistem yang berkelanjutan. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai sistem 

penerimaan pajak alat berat dalam meningkatkan pendapatan daerah pada 

Kantor Samsat Gowa, dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut berjalan 

efektif, khususnya pada tahun 2024 setelah diberlakukannya Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Realisasi penerimaan mencapai Rp. 

3.966.000 atau sekitar 91% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini 

mengindikasikan bahwa penerapan sistem berjalan sesuai harapan dan 

mampu memberikan dampak nyata terhadap pendapatan daerah. 

Kenerhasilan ini tidak lepas adri peran regulasi yang jelas serta sinergi antar 

instansi terkait dalam proses pendataan, penetapan, hingga pembayaran 

pajak. Meskipun demikian, kontribusi penerimaan masih sangat bergantung 

pada tiga perusahaan besar yaitu PT. Beton Megahperkasa Setia, PT. Tirta 

Fresindo Jaya, dan PT. Hilon. Kondisi ini menunjukkan bahwa basis 

penerimaan masih terbatas dan memerlukan perluasan agar lebih merata. 

Tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat realisasi karena ketiadaan dasar hukum 

operasional, sehingga tahun 2024 menjadi tonggak awal implementasi 

sistem yang lebih tertib. Secara keseluruhan, sistem penerimaan pajak alat 

berat ini memiliki prospek yang baik untuk menjadi salah satu sumber 

utama PAD di masa mendatang. 
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B. SARAN 

Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan memperluas cakupan 

pendataan alat berat secara menyeluruh dan berkala. Perlu juga ditingkatkan 

sosialisasi dan edukasi kepada para pemilik usaha agar mereka memahami 

manfaat serta kewajiban membayar pajak alat berat. Penguatan sistem 

informasi dan layanan digital menjadi krusial untuk mempercepat proses 

dan meningkatkan akurasi data, serta mempermudah pelaporan. Koordinasi 

yang lebih erat antara Samsat, Bapenda, dan instansi teknis lain juga 

diperlukan dalam upaya pengawasan lapangan. Disamping itu, monitoring 

terhadap kepatuhan wajib pajak harus dilakukan secara berkelanjutan 

dengan penerapan sanksi administratif yang tegas terhadap pihak yang tidak 

patuh. Dengan langkah-langkah ini, sistem yang telah berjalan dapat terus 

ditingkatkan ke arah yang lebih optimal dan berkelanjutan. 
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KETERANGAN GAMBAR 5. Surat Balasan Dari Kantor SAMSAT Gowa 
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LAMPIRAN II 

HASIL WAWANCARA 

Pertanyaan Jawaban 

Menurut bapak bagaimana system 

mengenai penerimaan pajak alat 

beratyang diterapkan di Kantor Samsat 

Gowa? 

Sistem penerimaan pajak alat berat di 

kantor Samsat Gowa saat ini mengikuti 

prosedur standar yang mencakup 

pendataan, penetapan, pembayaran, dan 

pelaporan. Proses dimulai dari 

pendaftaran alat berat, verifikasi 

dokumen, penetapan nilai pajak 

berdasarkan NJAB, hingga pembayaran 

yang bisa dilakukan secara konvensional 

maupun digital. 

Apa kendala utama yang dihadapi dalam 

implementasi pajak alat berat sebelum 

tahun 2024? 

Kendala utamanya adalah belum adanya 

dasar hukum yang jelas, sehingga kami 

tidak bisa menagih pajak dari pemilik 

alat berat. Akibatnya, pada tahun 2022 

dan 2023, tidak ada realisasi pajak alat 

berat. Baru setelah diterbitkannya Perda 

Nomor 1 Tahun 2024, sistem ini bisa 

dijalankan secara resmi 

Bagaimana Tingkat efektivitas sistem 

penerimaan pajak alat di tahun 2024? 

Cukup efektif. Dari target sebesar Rp 

4.346.000, kami berhasil merealisasikan 

Rp 3.966.000, atau sekitar 91%. Ini 

termasuk capaian yang bagus untuk 

tahun pertama implementasi sistem. 

Meski masih terbatas pada tiga 

perusahaan besar, ini menunjukkan 

potensi yang positif untuk ke depannya. 
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Apa Upaya yang dilakukan Samsat 

Gowa untuk meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak alat berat? 

Kami melakukan sosialisasi secara 

langsung kepada perusahaan yang 

memiliki alat berat, memberikan 

kemudahan dalam proses pendaftaran, 

serta menyediakan opsi pembayaran 

digital. Selain itu, kami juga 

menggunakan sistem monitoring 

kepatuhan yang terintegrasi untuk 

memantau pembayaran secara real time. 
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LAMPIRAN III 

DOKUMENTASI 

 

Keterangan Gambar 1. Wawancara dengan bapak syafaat (Staff Bagian 

Pendatataan SAMSAT Gowa) 
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Hasil Tes Plagiasi 
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